
BUPATI PENUKAL ARAB LEMATANG ILIR 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 
NOMOR ~1 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 

Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 

Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran Pertanggungj awaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikPP 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di 

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5400); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

tentang 

Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

Sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 



Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4138); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

171); 



Menetapkan 

·., 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 2); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir 

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir Tahun 2021 

Nomor 4). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 
TENT ANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

Pasal 1 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 Terdiri 
Atas: 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Pendapatan Transfer 
c. Lain-Lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah 
Jumlah Pendapatan 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

Rp. 65.032.815.000,75 
Rp. l.425.173.154.603,03 

Rp 13.535.772.000.00 
Rp. l.503.741.741.603,78 

1) Belanja Bunga Rp. 0,00 
2) Belanja Hibah Rp. 22.107.603.697,00 
3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 11.397 .000.000,00 
4) Belanja Bagi Hasil Rp. 67.485.569.037,00 
5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 87.930.255.472,00 

6) Belanja Tidak Terduga .._R,..p'-'-·--------"'0.,_,,0=0 
Belanja Tidak Langsung Rp. 188.920.428.206,00 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Belanja Langsung 
Total Belanja 
Surplus (Defisit) 

Rp. 239.078.187.925,00 
Rp. 377.559.774.304,00 
Rp. 510.906.678.153,00 
Rp. l.127.544.640.382,00 
Rp. l.316.465.068.588,00 
Rp. 185.047.138.363,78 

.. 



3. Pembiayaan 
a . Penerimaan Rp. 234.614.542.345,16 
b. Pengeluaran Rp. 0,00 
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 234.614.542.345,16 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan Rp. 419.661.680.708,94 

Pasal 2 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 
Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini. 

Pasal 3 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam 
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II 
Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini. 

Pasal5 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati Penukal Abab Lematang Ilir 1m. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini mulai 
berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dala m Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 

Ditetapkan di Talang Ubi 
padatanggal ~ AroLior~ 2023 

\ BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, ~.,,.~ 
~ 

V-HERI AMALINDO 

Diundangkan di Talang Ubi 
pada tanggal 2 A~S"" 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
'tKABUPATEN PENU ABAB ATANG ILIR, ~ 

~ KAR'l'IKA Y ANTI 

BERITA DA~H KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023 
NOMOR 9tf 

I -



... 

Kepada Yth 

Dari 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

PEMER[NTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

SEKRET ARIA T DAERAH 
Jin. Merdeka Talang Ubi, Penukal Abab Lematang llir 

NOTADINAS 

: Bupati/Sekretaris Daerah Kab. Penu kal Abab Lematang Ilir 
Melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kab. 
Penukal Abab Lematang Ilir 

: Kabag Hukum Setda Kabupaten Penukal 
Abab Lematang Ilir 

: 180/ ~~ /HK-III/2023 
: Biasa 
: 1 (satu) berkas 
: Peratun Bupati Penu kal Abab Lematang Ilir 

Disampaikan usulan dari Badan Pengelolaa n Keuangan dan Aset 
Dnerah Kabu paten Penukal Abab Lematang llir perihal Peraturan Bupati 
Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelakaanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 
2022 

Demikian disampaikan, selanjutnya jika Bapak berkenan mohon untuk 
ditanda tangani terima kasih. 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 
S DA KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

a 
NIP 19700808 3 1006 



PEMERINTAH KASUPATEN PENUKAL ASAS LEMATANG ILIR 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Kepada 

Dari 
Tanggal 

Nomor 

Jin. Merdeka KM 10 Kelurahan Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi 
Kabupaten Penukal Abab Lematang llir Provinsi Sumatera Selatan Kade Pas 31214 

NOTA DINAS 

: Yth. Supati Penukal Abab Lematang llir. 
Melalui Kepala Sagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. PALI 

: Pit. Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. PALI 

: 04 Mei 2023 

: 032 / $.23 /IV/ SPKAD / 2023 
Lampiran : 1 (satu) berkas 

Hal : Permohonan Koreksi Rancangan Peraturan Supati Penukal Abab Lematang 
llir tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Selanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

Sahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Selanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Sadan Pemeriksa 

Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya koreksi dan penelitian 

dari bagian Hukum baik format maupun materi, guna persetujuan Supati 

Penukal Abab Lematang llir untuk penandatanganan Rancangan Peraturan 

Supati Penukal Abab Lematang llir tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

Demikian disampaikan, mohon arahan dan petunjuk Sapak alas 

perkenannya diucapkan terimakasih. 

P~ KEPALA BADAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

~ ~MUHAMAJ.&_ 
PEMBINA (IV/a) 
NIP. 19810226 200901 1 004 


